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ABSTRAK :          Bahwa  untuk menyesuaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017  
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017  tentang 
Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 
Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/HK.03-
Kpt/03/Kpu/II/2018 tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan 
Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) bagi Pemilih Tuna Netra pada Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Kalimantan Barat Nomor 30/HK.03.1-Kpt/61/Prov/IX/2017  tentang Pedoman Teknis 
Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018; 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini  
adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom 
Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (LNRI Tahun 
1956 Nomor 65, Tambahan LNRI Nomor 1106); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan  Gubernur, Bupati  dan  Walikota menjadi  Undang-Undang (LNRI 
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LNRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2016 
Nomor 130, Tambahan LNRI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 
(LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI  Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 
05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 
Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 
2008; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan 
Suara Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau  
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor  
14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 



Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 
11 Tahun  2015 Tentang Rekapitulasi Hasil  Penghitungan Suara dan  Penetapan Hasil 
Pemilihan  Gubernur dan  Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau  Walikota 
dan  Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 
Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 
Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil  Penghitungan Suara dan  Penetapan Hasil 
Pemilihan  Gubernur dan  Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau  Walikota 
dan  Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program 
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 818); Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819); Peraturan KPU 
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 826); Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 
sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang 
Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau  Walikota dan Wakil Walikota; 
 

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 30/HK.03.1-
Kpt/61/Prov/IX/2017  diatur tentang:   
Mengubah ketentuan Lampiran I tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, 
Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 dalam  BAB II 
tentang Jenis, Standar dan Ketentuan Perlengkapan Penyelenggaraan 
Pemilihan, huruf B tentang Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan 
Suara, angka 1 tentang kotak suara, pada huruf i, huruf j dan huruf k, 
sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini. 
Mengubah ketentuan Lampiran III tentang Spesifikasi Teknis Perlengkapan  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 dalam 
angka 1 tentang Kotak Suara, pada huruf a, huruf b dan huruf c, dalam  angka 2 
huruf h tentang desain, huruf j tentang bentuk dan ukuran surat suara dan angka 
11 tentang alat bantu tuna netra , serta menambah pada angka 2 huruf I tentang 
komposisi desain surat suara, angka 3 tentang teknik melipat surat suara, dan 
angka 4 tentang desain dan bentuk surat suara ulang, sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
 

CATATAN  :       - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal       
3 Maret 2018. 

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 35/ PL.03.6-Kpt /61/Prov /III/2018 
tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 
30/HK.03.1-Kpt/61/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, 
Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 

- Lampiran 13 halaman. 
 


